Pemkab Bombana Perkuat
Pengawasan Perusahaan, Fokus
Ketenagakerjaan dan
Pertambangan

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat
koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan
yang beroperasi di wilayahnya, dengan menitikberatkan pada aspek
ketenagakerjaan, perizinan, dan pengawasan lapangan. Rapat ini dipimpin
langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, didampingi Penjabat
Sekretaris Daerah Syahrun, serta dihadiri para asisten dan kepala perangkat
daerah terkait, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan
seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi, sekaligus memberikan
kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah menilai pengawasan
yang terintegrasi dan aktif sangat diperlukan, terutama terhadap sektor-sektor
strategis seperti pertambangan.

Dalam pembahasan, aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Pemerintah
daerah menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara menyeluruh,
termasuk memastikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan adil. Selain itu,
perusahaan juga diingatkan untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap tenaga
kerja, mulai dari hak normatif hingga perlindungan kerja.

Di sisi perizinan, pemerintah menyoroti masih perlunya peningkatan kepatuhan
perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Setiap aktivitas usaha diharapkan
berjalan sesuai dengan izin yang dimiliki, guna menghindari potensi pelanggaran
yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, rapat menegaskan perlunya pendekatan
yang lebih aktif dan komprehensif. Pemerintah daerah mendorong agar
pengawasan tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga dilakukan melalui
pemantauan langsung di lapangan oleh tim terkait.
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Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menegaskan pentingnya
pendataan dan identifikasi aktivitas perusahaan, khususnya di sektor
pertambangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memetakan
potensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih
berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya
bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari
sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan
operasional maupun alat berat,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar pengawasan di lapangan dilakukan secara menyeluruh
dan tidak terbatas pada laporan yang diterima. Menurutnya, pendekatan proaktif
sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang luput dari
pengawasan.

“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal
lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih
luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh
perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam pengawasan perusahaan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan, tetapi
juga mampu mendorong optimalisasi kontribusi sektor usaha terhadap
pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan guna memastikan
kebijakan pengawasan berjalan efektif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan
terukur, aktivitas perusahaan di Bombana diharapkan dapat berjalan selaras
dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, serta kepentingan masyarakat
luas.

Pewarta : Tasya



Pemkab Bombana Terima LHP
BPK RI Semester II 2025,
Tegaskan Komitmen Perbaikan
Tata Kelola Lingkungan

Sultranet.com, Bombana - Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi
menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara, yang memuat hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan di wilayah
Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (28/1/2026).

Penyerahan LHP tersebut diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten
Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana, dan
berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kegiatan itu turut
dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana, Zalman, Inspektur Inspektorat
Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., serta jajaran pejabat terkait dari
Pemerintah Kabupaten Bombana.

LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK RI terhadap
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan
usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari oleh tim auditor
BPK RI.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menyampaikan apresiasi dan
terima kasih kepada pimpinan serta seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim
pemeriksa, atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya objektif dan
komprehensif.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola
pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan
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dan pengelolaan lingkungan hidup, berjalan sesuai ketentuan serta prinsip
akuntabilitas dan keberlanjutan,” kata Syahrun.

Syahrun menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang LHP BPK
tidak hanya sebagai bentuk penilaian, tetapi juga sebagai bahan evaluasi strategis
untuk mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan,
terutama pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan.

“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius
melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, sesuai rencana aksi yang telah
disusun oleh perangkat daerah terkait,” ujarnya.

[a juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem
pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta
membenahi tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih tertib,
transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menjadikan
rekomendasi BPK sebagai prioritas, dengan pemantauan berkala terhadap
progres tindak lanjutnya. Setiap temuan harus direspons dengan perbaikan
sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif,” tegas Syahrun.

Di akhir sambutannya, Syahrun berharap sinergi dan kerja sama antara
Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjaga dengan baik,
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh hukum, serta
mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. (Kominfos).

Kecamatan Watunohu Kolut
Terpilih Proyek Percontohan
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Inisiatif Desa Presisi di Sultra

Kendari, SultraNET. | Kecamatan Watonohu di Kabupaten Kolaka Utara telah
dipilih sebagai proyek percontohan untuk inisiatif Desa Presisi. Inisiatif ini
bertujuan untuk membangun desa secara lebih presisi di Sulawesi Tenggara,
dengan tujuan utama menyediakan data yang valid dan tepat untuk perencanaan
pembangunan yang akurat. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang
digelar pada Jumat (29/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara,

Penjabat Bupati Kolaka Utara Dr.Ir Sukanto Toding,MSP,MA melaporkan
implementasi Data Desa Presisi (DDP), yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan
kecepatan dalam memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data ini dihasilkan
melalui partisipasi warga desa yang dibantu oleh pihak luar seperti perguruan
tinggi, dengan biaya relatif terjangkau. Data Presisi ini meliputi tiga tipe data,
termasuk data spasial dengan tingkat akurasi tinggi hingga 5 cm, data numerik
menggunakan aplikasi merdesa, serta data kualitatif atau deskriptif.

“Implementasi DDP melibatkan 8 desa di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka
Utara, dengan keterlibatan warga desa sebagai enumerator. Proyek ini
memperoleh dukungan finansial sebesar Rp 639.999.360, dengan 65% dari
anggaran digunakan untuk pelatihan, FGD, honorarium enumerator, dan
sejenisnya, serta 35% digunakan untuk operasional lainnya,”Jelasnya.
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Foto Bersama usai pelaksanaan Rakor

Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Fakultas Ekologi
Manusia Institut Pertanian Bogor menghasilkan Data Desa Presisi (DDP) untuk
delapan desa di Kecamatan Watunohu. “Kolaborasi ini diharapkan memberikan
wawasan penting mengenai potensi desa, aspek ekonomi, dan infrastruktur untuk
mendukung kebijakan pembangunan yang terinformasi dan tepat sasaran,”
Jelasnya.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol.
(purn) Andap Budhi Revianto memberikan dorongan khusus untuk
mengembangkan DDP dan menunjuk Kolaka Utara sebagai daerah percontohan
untuk penyediaan data ini. DDP dianggap sebagai inovasi yang dapat membantu
perencanaan yang lebih rinci, bahkan hingga tingkat konstruksi rumah dan
informasi tentang kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Harapannya adalah
bahwa Kolaka Utara dapat memulai langkah awal dalam menyediakan data yang
valid, akurat, dan terkini.

Konektivitas data yang akurat dengan potensi desa menjadi aspek krusial dalam
proses ini. Data yang tepat mengenai luas lahan pertanian dan potensi mineral
menjadi dasar bagi kebijakan alokasi anggaran dan pengelolaan sektor



pertambangan, yang mempengaruhi status desa, apakah termasuk dalam kategori
desa berkembang atau tertinggal

Dengan tersedianya DDP, diharapkan Kolaka Utara dapat mengatasi tantangan
dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat di
tingkat desa. Semoga langkah awal ini membawa manfaat besar bagi masyarakat
pedesaan dan membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik bagi daerah
ini, mengintisari semangat transformasi di masa mendatang. (Kolutkab)



